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 BAB IV 

ANALISIS  HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN KARENA ISTERI 

        PERKARA PUTUSAN NOMOR 1708/pdt.G/2014/PA.bjn. 

 

A. Analisis terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim karena Isteri 

M      dalam Putusan Nomor: 1708/pdt.G/2014/PA.bjn. 

Pada dasarnya, dalam menyelesaikan perkara yang dibawa ke 

persidangan di hadapan hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar 

mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui apa yang menjadi 

gugatan dan harus mempertimbangkan sebelum memberikan putusan yang 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum syara’. 

Dalam suatu perceraian bukan hanya keterangan Pemohon yang harus 

diperhatikan akan tetapi untuk mengetahui bukti-bukti dan alasan alasan 

tersebut yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan pembuktian dalam 

persidangan, sehingga semua akan lebih jelas sebab berhadapan dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan. 

Seperti kasus gugatan perkara  No. 1708/Pdt.G/2014/PA.Bjn. disini 

suami mengajukan gugatan kepada isterinya disebabkan isteri pergi 

meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar hingga 4 tahun 

11 bulan setelah isteri berkeinginan untuk bekerja di Luar Negeri, maka jalan 

keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki. 

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah 

ayat 227 yang berbunyi : 
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يعٌ عَلِيمٌ   وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإَِنَّ اللَّهَ سََِ
 rtinya: “ an Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ; 
1
 

 

Diperbolehkannya menggunakan hak untuk mengajukan cerai tersebut 

karena perceraian tersebut dipandang lebih ringan mudharatnya. Karena itu 

berdasarkan hasil pertimbangan hakim maka hakim mengabulkan gugatan 

perceraian tersebut karena perceraian dianggap jalan yang terbaik daripada 

membiarkan perkawinannya yang tidak memenuhi tujuan dari perkawinan, 

yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

Meskipun alasan-alasan telah sesuai dengan peraturan yang ada, 

hakim tidak dapat memutuskan perkara tersebut tanpa adanya alat-alat bukti 

yang memperkuat alasan suami dalam mengajukan gugatan cerai. Oleh 

karena itu sebelum memutuskan perkara tersebut, hakim memeriksa bukti-

bukti yaang telah diajukan penggugatannya, antara lain : 

1. Alat Bukti Surat. 

Pemohon dalam membuktikan telah mengajukan alat bukti berupa 

fotocopy kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dander, Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya surat bukti ini, hakim 

terikat dengan alat bukti yang telah diberikan Pemohon. Oleh karena itu 

hakim tidak bisa memutuskan lain karena sifat alat bukti adalah 

sempurna. 

2. Alat Bukti Saksi. 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro,2005), 32. 
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Dari kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari pihak 

Pemohon yang memberikan keterangan bahwa antara pemohon dan 

termohon adalah pasangan suami isteri yang sah. Dan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak 

bulan November 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai 

goyah yang disebabkan isteri meninggalkan rumah untuk pergi bekerja 

ke luar negeri namun semenjak kepergiannya hingga sekarang tidak 

pernah ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya. 

Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai 

saksi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur’an ayat 282 

وَامْرأَتَاَنِ مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لََْ يَكُوناَ رَجُلَيِْْ فَ رَجُلٌ 
هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا رَ إِحْدَاهُُاَ الأخْرَى وَلا يأَْبَ الشُّ هَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُُاَ فَ تُذكَِّ  الشُّ
 

“ Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 

yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil. “ (QS. al- Baqarah : 282)
2
 

 

3. Alat bukti pengakuan 

Dalam proses persidangan perkara Nomor : 

1708/Pdt.G/2014/PA.Bjn. tidak terdapat alat bukti pengakuan dari pihak 

Termohon (isteri ) karena pihak Termohon tidak hadir dan tidak menunjuk 

orang lain sebagai kuasanya dalam proses persidangan.  

                                                           
2
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro,2005), 48. 
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Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan 

hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan yang menentukan. Akan 

tetapi dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya pengakuan. Untuk itu, 

kebenaran dari gugatan Pemohon telah terbukti dengan tidak adanya 

perlawanan dari pihak Termohon dan oleh karena itu gugatan dikabulkan 

oleh hakim dengan putusan verstek yang berdasarkan pada pasal 125 HIR 

yang berbunyi : jika Termohon tidak datang pada hari perkara itu akan 

diperiksa atau tidak pula menunjuk orang lain menghadap mewakilinya, 

meskipun ia dipanggil secara patut, maka permohonan diterima dengan 

tidak hadir atau verstek.
3
 

Dalam memutuskan perkara Nomor : 1708/Pdt.G/2014/PA.Bjn. 

dapat dianalisa bahwa dasar hukum yang digunakan hakim merujuk ada 

beberapa pertimbangan yang muncul pada tahap pemeriksaan perkara di 

dalam persidangan. Di mulai saat pembacaan gugatan hingga akhir 

persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan 

permohonan perceraian karena Termohon pergi meninggalkan tempat 

tinggal bersama karena ingin bekerja ke luar negeri (Hongkong). 

Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan Pemohon tersebut 

telah dibenarkan dan diperkuat yang didukung pula dengan alat bukti akta 

nikah dan alat bukti saksi. Dengan berbagai pertimbangan hukum yang 

ada maka hakim dapat memutuskan perkawinan antara Pemohon dan 

Termohon  tersebut dengan alasan lain yaitu adanya perselisihan dan 

                                                           
3
 Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Bjn. 
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pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon 

(Suami) ditinggalkan dari kediaman bersama oleh Termohon (Isteri). Oleh 

karena itu alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan telah memenuhi 

persyaratan sehingga oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut 

merujuk pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. 

Pasal 116 hruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami 

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Setelah melihat dari alasan-alasan yang diterangkan di atas dalam 

perkara Nomor : 1708/Pdt.G/2014/PA.Bjn. penulis dapat menyimpulkan : 

Bahwa dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara cerai 

talak Nomor : 1708/Pdt.G/2014/PA.Bjn. yaitu Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam. Hakim merujuk pada Pasal 19  huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116  huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam yang berbunyi “ Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.” Perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan dalam perkara ini karena Isteri pergi 

meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang ataupun memberi kabar 

hingga 4 tahun 11 bulan lamanya. Sangat jelas disini tidak sesuai dengan 

tujuan perkawinan yang diharapkan yaitu terbentuknya keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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Melihat berkas putusan dan memperhatikan pertimbangan dan 

dasar hukum yang dipakai hakim penulis tidak sependapat dengan 

pertimbangan dan dasar hakim dalam mememutuskan perkara Nomor : 

1798/Pdt.G/2014/PA.Bjn. Dalam perkara tersebut hakim menggunakan 

dasar pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam 

posita tidak dijelaskan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus. 

Jika melihat posita dan keterangan saksi dalam salinan putusan 

Nomor : 1798/Pdt.G/2014/PA.Bjn. maka dasar hukum yang dipakai dalam 

memutuskan perkara tersebut menurut penulis menggunakan pasal 116 (b) 

yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-

turut. Faktanya dalam kasus ini Isteri pergi meninggalkan rumah selama 4 

tahun 11 bulan dan sejak kepergiannya  sampai perkara ini diputuskan 

isteri tidak pernah pulang ataupun memberi kabar. Dan dapat di pastikan 

bahwa Isteri tidak berbakti kepada suami lahir dan batin, mengingat  isteri 

juga tidak memberi kabar berita kepada suami.  

 

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama 

Bojonegoro karena Isteri M      Putusan Nomor 

1708/pdt.G/2014/PA.bjn. 

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah, 

“Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas 

keputusan pengadilan”. Seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 
 

 
 

dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mepunyai hak 

untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan 

hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan isteri yang akan 

melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan 

perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. 

Pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara tentang 

alasan perceraian karena  isteri Ma q   di Pengadilan Agama Bojonegoro, 

majalis hakim memberikan pertimbangan mereka berdasarkan kepada 

kelalaian isteri yang meninggalkan tempat kediaman bersama setelah ingin 

bekerja ke Luar Negeri (Hongkong) yang mengakibakan perselisihan antara 

suami yang akhirnya memberikan izin kepada istri akan tetapi setelah 

kepergiannya tidak pernah memberi kabar. Hakim menggunakan pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam  yang berbunyi “ terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali.” 

Dalam posita sudah dijelaskan dengan jelas bahwa bukan hanya faktor 

isteri meninggalkan rumah karena ingin bekerja ke luar negeri tetapi suami 

sudah menunggu selama 4 tahun 11 bulan lamanya dan akhirnya mengajukan 

perceraian. Selama itu juga isteri tidak pernah memberi kabar ataupun 

keadaannya. 
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Sedangkan untuk memutus dan mengabulkan permohonan cerai pada 

perkara ini hakim mengacu pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 yaitu “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, 

bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

isteri.” Sedangkan dalam kasus perceraian karena isteri meninggalkan 

kediaman bersama sudah jelas undang-undang mengatur tentang ketentuan 

tersebut. Terlebih lagi dalam posita sebelumnya sudah jelas bahwasanya 

suami ditinggalkan selama 4 tahun 11 bulan dan tidak ada hubungan baik 

lahir maupun batin. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam.   

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 

luar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; 

f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

g. Suami melanggar taklik talak; 

Alasan terjadinya perceraian sudah jelas di atur Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam, seharusnya hakim menambahkan tentang alasan perceraian 

yang sudah jelas di atur dalam Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 butir (b) dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 butir (b), karena fakta dalam posita 

menyatakan isteri meninggalkan suami selama 4 tahun dan tidak memberi 

kabar ataupun keberadaannya, di tambah lagi isteri tidak pernah 

melaksanakan kewajiban lahir dan batin. Pertimbangan yang diambil oleh 

majelis hakim seharusnya lebih mengacu pada alasan perceraian yang sudah 

diatur dalam Undang-Undang yang ada bukan mengacu pada penyebab 

perceraian yang terjadi. 

Jadi walaupun hakim sudah memberikan pertimbangan tentang rumah 

tangga antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukum kembali yang 

berpatokan pada Pasal 32 ayat (2) yang menjadi dasar untuk mengabulkan 

permohonan. Hakim harus tetap berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 116 huruf (b). Karena pada pasal 32 ayat (2) yang dimaksud dalam 

pertimbangan hakim mengajukan permohonan perceraian bukan karena suami 
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tidak menginginkan keluarga yang rukun akan tetapi isteri sudah 

meninggalkannya selama 4 tahun dan selama itu pula tidak pernah ada 

hubungan baik lahir maupun batin. 

Jadi bukan karena isteri ingin bekerja ke luar negeri (Hongkong) dan 

suami memberikan izin itu termasuk pada penyebab perceraian sedangkan 

untuk alasan perceraian terdapat pada  Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 

huruf (b) yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain diluar kemampuannya.” 

Dan dari pemaparan diatas, jika dikaitkan dengan kasus yang ada di 

Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu suami yang mengajukan permohonan 

cerai atas perginya isteri dari tempat kediaman bersama maka hal itu benar 

adanya karena mengingat dalam kasus ini isteri telah benar-benar 

meninggalkan suami dalam waktu yang lama dan telah meinggalkan 

tanggung jawabnya sebagai isteri sehingga suami merasa teraniaya lahir dan 

batin.  


